PUTUSAN
Nomor 0430/Pdt.G/2017/FPA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

L]
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadil perkara fertentu

pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

cerai gugat antara -

St Sarah binti Musa, umur 41 tahun, agama Istam, pekeraan Mengurus

ruman tangga, pendikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun

Suka Damai RT.003 RW. 001 Desa Montz Bary Kecamatan

Lambu Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

lksan bin A. Latif, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendikan

terakhir SD, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Kaleo

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Fangadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA,

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Maret 2017 telah

mengajukan gugatan cerai gugat yang telash didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0430/Pdt G/2017/PABm tanggal 30

Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut -
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Laa

Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2000, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomaor - 1 3/13/1/2011 tanggal 14 Desember 2010) ;
Bamwa, setelah pemikahan  tersebut Penggugat dengan Temgugat
bertempat tinggal di rumah bawsan Tergugat di Desa Monta Bary
Kecamatan Lambi Kabupaten Bima selama 17 tahun.. Selama pemikahan
tersebut Penggugat dengan Tergugat felah hidup rnukun sebagaimana
layaknya suami isteri dan dikaruniaj 2 orang anak bernama : 1. Annisah
{Perempuan) umur 16 tahun; 2. Nunung (Perempuan) umur 14 tahun;
Bahwa, kurang lebih s2jak Januar 2016 antara Penggugat dengan
Tergugat terus-menerus tefadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara
lain ;

a. Tergugat tidak menjamin nafkah |ahir batin Penggugat:

b. Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perampuan yang bernama
Vita:

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut  teradi kurang lebin pada Maret 2.017 vang akibatnya
Fenggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan kermbali kerumah
arang tuanya, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
lermpat tinggal sampsi sekarang. Selama jtu Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin

sampai sekarang;
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Zahwa, Penggupat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh

reluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil -

* EBahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah fidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak
tidek melanggar norma hukum dan nomma agama maka pErCaraian
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Ssrdasarkan  alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua
“engadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
m=njatuhkan putusan yang amamya berbunyi -

Dalam Petitum

4 Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat:

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (lksan bin A Latif)
Terhadap Penggugat (St Sarah binti Musa);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

2. SUBSIDAIR
Dzn atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adiinya berdasarkan
perimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah
caang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat fidak datang

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap
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==bagai wakilkuasa hukurnnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang
"zlaas panggilannya Momor 0430/Pat G/2017/PA. B tanggal 11 April 2017 dan
23 April 2017 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan
dan kefidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Eiah.wa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dali
pemohenannya untuk bercerai dengan Tergugat:

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat fidak pemah
datang menghadap meskipun  telah dipanggll secara resmi dan patut,
selanjutnya  dimulai  pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Fenduduk atss nama Penggugat  Marmor ¢
52061246803760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bima tanggal 12 Mei 2012, Bukti surat telah diber metersi cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai. Oleh Ketua
Majelis diber kode (P.1):

2. Fotokopi Kutipan Akia Nikah Nomor : 131 372011, tanggal 14
Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Bukli surat telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang termyata sesuai. Cleh

Ketua Majelis diber kode (P.2):
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B. Saksi

L. Kaharudin bin Suhardin, umur 50 tahun, agama lslam, pekerjaan Petani,

=]

pendidikan SLTLA, tempat kediaman di RT. 03 RW.01 Desa Monta baru,

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima,, di bawah sumpahnya memberikan

skelerangan sebagai berkut

A

Bahwa =aksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
bertetangga

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat  telah
dikarunial 2 (dua) orang anak

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
bertengkar;

Bahwa Tergugat yang sudah menikha lagi tanpa seffin Penggugat
dan tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;

Bahwa Penggupat dan Tergugat sudah pisah termpat tinggal lebih 3
(tiga) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati
oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil -

Malik bin |brahim, umur 37 tahun, agama Iskam, pekerjaan Pstani,

tempat kediaman di RT. 03 RW. 01 Desa Monta baru, Kecamatan

Lambu, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai bernkut ;
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Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saks
bertetangga ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah:

Bahwa setelah menikah Penggugal dengan Tergugal  telah
dikaruniai 2 (dua) crang anak -

Babwa saksi tahu rumakh tangga Penggugat dengan Tergugat sering
hertengkar;

Bahwa Tergugat yang sudah menikah lagi dan tidak menjarmin nafkah
lahir maupun batin Penggugat:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 3
{tiga) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama:
Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh

saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
tzrmuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

darl putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan lujuan gugatan Penggugat adalah
s2bagaimana terurai di atas

Menimbang, bahwa temyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmj
S=1 pallt, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya ity

Gdzk disebabkan cleh suaty halangan yang ssh:
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Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saks

bertetangga .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah

- Bahwa s=etelah menikah Panggugat dengan Tergugat  telah

dikaruniai 2 (dua) arang anak ;

= Bahwa saksi tahu rumah ‘angga Penggugat dengan Tergugat sering
bertengkar:

- Bahwa Tergugat yang sudah menikah lagi dan tidak menjamin nafkah
lahir maupun batin Penggugat:

- Bahwa Penggugat dan Terguaat sudah pisah tempat tinggal lebih 3
{tiga) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama-

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Fenggugat telah di nasehati oleh

saksi, dan keluarga namun tidak berhasi
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Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan fidak hadir dan
penmohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Meanimbang, bahwa oleh Karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
d'sjaluh!l:an tanpa hadirmya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
yaitu putusan yang dijatubkan tanmpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, cleh karena itw majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gupatan Penggugat yang ielah
dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeteral cukup, dan cocok dengan ashinya
serfa keterangan saksi-saksi di persidannoan, maka harus dinyatakan terbukt
bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi
FPenduduk yang berdemisilibertemnpat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan
Agarma Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan
sehagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Momer 1 tabun 1974
tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini
termasuk kewenanpan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud
alen Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 4% Ayat (1) huruf {a) dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang MNomar 7 tahun 1989 t2ntang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Momaor 03 tahun 2006 dan perubahan

kedusa dengan Undang-undang Momor 50 tahun 2008;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah
dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya
dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat adelah pasangan suami isti sah yang telah menikah menurut
I-cetent.u?n Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana
yang dimaksud cleh Pasal 2 Undang-undang MNomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Normor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1}
Kormpilasi Hukum |slam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat serng tefadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan oleh ;

a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat:
b. Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang peErempuan yang bernama
Vita;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun fidak berhasil sehingga
Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya
sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat terssbut, Tergugat
tidak meamberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dall gugatannya tersebut
Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahbnya
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan

perceraian sebagaimana yang didalilkan cleh Penggugst, keterangan mana

Hal 8 dari 15 hal putusan Nomor | 0430/PdtG/2017/PA_Bm
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antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling
bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi
tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan
sebagal alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Meﬁimhang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan,
maka telah ditemukan takta-fakta sebagai berikut -

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suamiisteri yang sah;

—
[ ]

Penggugat dan Tergugat sering berselisin dan herengkar,

i, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, namun tidak

berhasil;

A

Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut

diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal setta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah
mawaddsh dan rahmah sebagaimana dikehendaki cleh Pasal 1 Undang-
undang Momor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah fidak
dapat dicapai lagi oleh Penggugoat dan Tergugat sehingga majelis hakim
berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak
dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untul
mencan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan
lagl atau tidak, bukan untuk mencan siapa yang benar dan siapa yang salah
atau untuk mencan siapa penyebab tefadinya perselisihan dan pertengkaran

dalam rumah tangga kedusa belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan
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Disclaimer

di persidangan mamun kedua belah pihak tetap tdak bisa didamaikan lagi,
maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya
mena-nenat sudsEn ek, dan Teh vetuanys suden ek metiesh YR
Menimbang, bahwa ikatan pemikahan fidak hanya terbatas pads
hubungan*fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin
atau jwa vyang mendalam wang fteruiam dalam  kalbuhal  sanuban

sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT Q5. Ar Rum Ayat 21

yang artinya . “Dan diantara fanda-tands hekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
urfukmu istri-isti dan jenismu sendini, supaya kamu cendsming
dan merasa fenfram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

rasa kasifi dan sayang. Sesungguhnya pada yvang demikian ity

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang barfikir’
Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suaty upaya Ltk

mewuudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih

jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami

istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa
antara suami isti sudah sima atau sudah tidak ads lagi, maka sebenarnya

perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahws sebagai bukti rurmah tangga kedua belah pihak

sudah tidak ada lagi ikatan bathinfikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah
tempat tinggal sejak Maret 2.017;

Menimbang, bahwa upays-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga,

tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak:

membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan
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Fengguaat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa katan bathinfikatan

jiwa kedua belah pihak sudah lemah =ekali;

Menimbang, bahwa ditinjau daf seqi penyelesaian masalah maka
perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggupat dan
Tergugat untuk mengakhii perscalan rumah fangganya, sebab jika rumah
tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justre akan
menimbulkan dampak negatiffmudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 avat (2) Undang-undang Momor 1 tahun
1974 menyebutkan bahwa “"untuk melakukan perceraian haris ada cukup
alasan bahwa antara suami istr itu Kdak akan hidup rukun sebagai suari isti”
jo Pasal 19 huraf (f) Peraturan Pemerintah Momaor 2 tahun 1975 jo Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum 1slam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan  untuk

membentuk rumah tanaga yang bahagia dan kekal sera untuk mewujudkan

keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki
Undang-Undang Perkawinan mauwpun Kompilasi Hukum 1slam, namun kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lan dari prinsip-
prinsip tersebut diastas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa
. perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhin sengketa rumah tangga yang
berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebin besar lagi
bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabig)
yang termuat dalam Kitab Figh As Sunnah Juz Il halaman 290 yang berbunyi,
arinya  “Maka apabila gugatan isten telah pasfi dan pendentaan isteri

menyebabkan ja fidak mampu memikinya dan Hakim tidak dapat
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mendamaikan suami ister maka Hakim diperfkenankan menjatubkan

Thalak Bain Suami terhadap Ister”

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan
satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim periu
mengﬂiengahkan pendapat Wiama Islam yang termuat dalam Figh Islam
sebagaimana yang terdapat dalam  kitabh Ghaystul Marom  =ebagai

berkut :

M i\ 7 3501 ) el 8 13 AT R ot B R g5 )
Artiny ©  Seorang istri mempunyal hak untuk menggugat kepada Pengadilan
agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami

telah berbuat memudharotkan dinnya.

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat
Ulama Istam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat
tersebut menjadi pendapat =endin dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dall yang disampsikan oleh
Penggugat telah terbukti dan alazan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugatl menurut hukum dapat dibenarkan =esuai ketentuan
Pasal 28 ayat (2} Undang-undang Momor 1 ishun 1974 Jo Pasal 18 (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tshun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f Kompilasi
hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Momor 7

Tahun 18983 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima

diperiniahkan untuk menginmkan salinan Putusan kepada Pegawal Pencatst
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Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai
Fencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
Menimbang, bahwa karena perkara a guo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Momor 7 tahun 1988
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
&
Normer 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Memar 50
tahun 2008, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat:
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hekum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek:

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (lksan bin A, Latif) Terhadap
Pengougat (5t Sarah binti Musa):

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

- Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten

Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima,untuk
dicatat perceraian tersebut dalam daftar yvang disediakan untuk itu:

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

ssjumfah Rp.541.000 - (lima raius empat puluh satu by rupiah).
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan  Majelis yang
dilangsungkan pada han Senin tanggal 0B Mai 2017 Masehi, bertepatan
dengan tangoal 11 Sa'ban 1438 Hijriah, oleh kami Mulyadi, 5.Ag sebana
Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna
Wahyudi, 5.H.1., M.5.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
pada P:ari itu juga divcapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu aleh Dra.
Nurhayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadi aleh Fenggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakirm Anggu@qf.- _ Ketua Majalis,

-
-~
e

,-c’—’:;} oo
o i
Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi
Hakim Anggota,

- Muhamad Isna Wahyudi, S.H.l., M.S.I.

Panitera Fengganti,

II,I_L‘HF,H“

Dra. Murhéyati
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Perincian Blaya Perkars -

1. Pendaftaran ! Rp. 30.000.
2, Progesg © Rp. 50.000.-
3. Panggilan © Rp. 450.000-
4. Redaksi : Rp. 5000

5. eterai : RE [
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L4 Ty
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